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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TENAGA SANITARIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 23 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga 
Sanitarian; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan 
Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4834); 
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3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 

4.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 

6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

8.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

13.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan 
Pengawasan Kualitas Air; 
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14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
061/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan 
Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan 
Industri; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan 
Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan; 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan 
Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum;       

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana 
Pengawasan Kualitas Air Minum; 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi 
Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 372);  

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi 
Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 603); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TENAGA SANITARIAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di 
bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  

3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat 
STRTS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
Tenaga Sanitarian yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah 
bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di 
bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

5. Standar Profesi Tenaga Sanitarian adalah batasan kemampuan 
minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Tenaga Sanitarian untuk 
dapat melaksanakan pekerjaan sanitarian secara profesional yang 
diatur oleh organisasi profesi. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI 
adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 

8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP 
adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.  

9. Organisasi Profesi adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan 
Indonesia. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 
tindakan yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Sanitarian dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 

 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.648 5

BAB II 
PERIZINAN 

Bagian Kesatu 
Kualifikasi Tenaga Sanitarian 

Pasal 3 
(1) Kualifikasi Tenaga Sanitarian ditetapkan berjenjang dan 

berkelanjutan yang terdiri dari:  
a. Sanitarian;  
b. Teknisi Sanitarian Utama (Technical Sanitarian);  
c. Teknisi Sanitarian Madya (Junior Technical Sanitarian);  
d. Teknisi Sanitarian Pratama (Assistent Technical Sanitarian); dan 
e. Asisten Teknisi Sanitarian (Junior Assistent Technical Sanitarian). 

(2) Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
Tenaga Sanitarian yang memiliki ijazah Profesi Kesehatan 
Lingkungan. 

(3) Teknisi Sanitarian Utama merupakan Tenaga Sanitarian yang 
memiliki ijazah: 
a. Diploma Tiga Penilik Kesehatan; atau  
b. Diploma Empat/Sarjana Terapan/Sarjana Kesehatan 

Lingkungan/Ilmu Lingkungan/Teknologi Lingkungan/Teknik 
Lingkungan/Teknik Sanitasi.  

(4) Teknisi Sanitarian Madya merupakan Tenaga Sanitarian yang 
memiliki ijazah Diploma Tiga Ahli Madya Sanitasi dan Kesehatan 
Lingkungan/Teknologi Sanitasi. 

(5) Teknisi Sanitarian Pratama merupakan Tenaga Sanitarian yang 
memiliki ijazah Diploma Satu Kesehatan Lingkungan/Pembantu 
Penilik Hygiene. 

(6) Asisten Teknisi Sanitarian merupakan orang yang memilki ijazah SMK 
(Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Lingkungan/Sanitasi/ 
Plumbing. 

Bagian Kedua 
Sertifikat Kompetensi dan STRTS 

Pasal 4 
(1) Tenaga Sanitarian untuk dapat melakukan pekerjaannya harus 

memiliki STRTS. 
(2) Untuk dapat memperoleh STRTS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Tenaga Sanitarian harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) STRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI 
dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. 
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